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Penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang
menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi bagi
masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkotika saja
tetapi anggota Polri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana pengaturan hukum, penegakan hukum, bagaimana hambatan
dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bidang Profesi dan
Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatara Utara terhadap penegakan
hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik
profesi karena menyalahgunakan narkotika.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis emepiris
dengan melakukan wawancara kepada Aipda M. lkhwan Hasibuan,
Akreditor Bidpropam Kepolisian Daerah Sumatera Utara serta dianalisis
secara kualitatif.

Penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang
terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila
terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas
pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota
polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika
tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan
sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi harus melaksanakan sidang
kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman
diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung
diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot
jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhkan kurang dari 5 (lima) tahun
maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya
diberikan sanksi disiplin/kode etik. Hambatan penegakan hukum yang
sering dijumpai oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah
Sumatara Utara terhadap penegakan hukum oknum anggota kepolisian
yang melakukan pelanggaran kode etik profesi adalah tidak hadirnya
terduga pelanggar, lamanya proses persidangan di Pengadilan Negeri,
tidak hadirnya saksi dalam pelaksanaan sidang KKEP, kurangnya
kesadaran, kepatuhan dan penerapan oleh anggota Polri dalam mentaati
kode etik profesi dalam hal ini Bidang Propam Polda Sumut memiliki
program pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk Anggota
Kepolisian Polda Sumut.

Pengaturan hukum oknum anggota kepolisian yang melakukan
pelanggaran kode etik profesi karena menyalahgunakan narkotika diatur
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 serta Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. oknum
anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik profesi karena
menyalahgunakan narkotika adalah dilakukan proses sesuai dengan
Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.
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